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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas perkenanNya Penulis akhirnya dapat menyelesaikan buku
ini. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagiNya.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan hingga
tahun 2017. Tulisan ini sangat diilhami oleh pengalaman penulis
dalam mendukung Tim Pemantau Otsus Papua di DPR RI, di bawah
pimpinan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bapak Priyo Budi Santoso (2009-2014), dan dilanjutkan oleh Bapak
Fadli Zon (2014-2019).

Dalam perjalanan Penulis selama mengikuti Tim Pemantau
Otsus DPR RI ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Penulis
selalu bertanya-tanya mengapa Papua yang kaya dan sudah diberikan
status otonomi khusus, namun tetap tertinggal dari provinsi lainnya?
Mengapa selalu muncul kehendak merdeka dari anak-anak Papua?
Mengapa setiap ditanya mengenai Otsus mereka anggap Otsus itu
hanya sebuah proyek buatan Jakarta? Apa yang salah? Pertanyaan
yang terus menggelitik pikiran Penulis telah mendorong Penulis
memutuskan untuk melakukan riset dalam perspektif ilmu Penulis,
yaitu ilmu kebijakan publik.

Tulisan ini diberi judul Menakar Capaian Otonomi Khusus
Papua dengan maksud untuk mengundang para pembaca memberikan
reaksinya terhadap pernyataan yang selalu dilontarkan berbagai
pihak mengenai Otsus Papua. Dalam banyak pendapat, Otsus gagal
sudah sering dilontarkan. Namun tampaknya Pemerintah tidak
bisa menerima pernyataan tersebut. Dalam perspektif Pemerintah,
Otonomi Khusus Papua telah menunjukkan beberapa pencapaian.

Vii
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Namun, dalam perspektif Penulis, pendapat berbagai pihak yang
mulai pesimis terhadap keberhasilan kebijakan Otsus di Papua harus
mulai dipertimbangkan. Dapat Penulis katakan bahwa apabila tujuan
UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kebijakan
Otsus berhasil atau tidak, maka dapat dipastikan Otsus di Papua
sudah gagal. Ditambah lagi, dalam perspektif ilmu kebijakan publik,
kebijakan Otsus yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam
implementasinya sudah pasti akan mengakibatkan kegagalan. Namun,
dalam perkembangannya diakui sudah terjadi peningkatan dalam
bidang pembangunan di Papua.

Tulisan ini bermaksud memberikan rangsangan ide kepada
para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa
lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang
berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021 dapat dijadikan
sebagai momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru
yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan
melihat capaian Otsus selama ini. Proses ini jangan dianggap sebagai
pintu referendum bagi lepasnya Papua, melainkan pintu menciptakan
relasi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua
dan Papua Barat, serta dengan orang asli Papua. Dengan demikian,
Penulis harapkan apa yang menjadi cita-cita orang asli Papua untuk
mendapatkan keadilan, penegakan hukum dan HAM, serta kesejahteraan
dan kemajuan bagi masyarakat Papua dapat segera tercapai.

Akhir kata, Penulis menyadari ada banyak kekurangan yang
Penulis rasakan. Untuk itu, Penulis minta dibukakan pintu maaf yang
sebesar-besarnya, terutama dari orang asli Papua yang telah menjadi
objek tulisan ini. Niat Penulis hanya ingin melihat Papua ke depan
lebih sejahtera, maju, dan memperoleh keadilan. Tuhan memberkati
Tanah Papua...

Jakarta, Juli 2018
Penulis
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- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya, tanggal 20 Maret 2014 di
Wamena.
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- Dinas Pendidikan Provinsi Papua, tanggal 27 Agustus 2014 di Jayapura.

- Djohermansyah Djohan, tanggal 20 Oktober 2016 di Jakarta.

- Eduard Fonotaba, Wakil Kepala UP4B, tanggal 27 Agustus 2014 di
Jayapura.

- Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, Ketua Tim Pemantau Otsus Papua, tanggal
27 Mei 2016 di Jakarta.

- Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR R], tanggal 26 Mei 2016 di Jakarta.

- Fraksi Partai Golkar DPRP, tanggal 20 Juni 2011 di Jayapura.

- Jacob Esau Komigi, anggota DPD RI, tanggal 10 Oktober 2016 di Jakarta.

- Jhon Ibo, Ketua DPRP, tanggal 23 Juni 2011 di Jayapura.

- Ketua MRP, tanggal 15 Juni 2016 di Jayapura.

- Lambertus Fonataba, Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengembangan
Aparatur BKD Provinsi Papua, tanggal 26 Agustus 2015 di Jayapura.

- Luhut Panjaitan, Menkopolhukam, tanggal 20 Juni 2016 di Jakarta.

- Maria Kaize, masyarakat adat Papua, tanggal 10 Maret 2016 di Jakarta.

- N.D. Mandacan, Sekda Papua Barat, tanggal 7 September 2015 di
Manokwari.

Pater Neles Tebay, tanggal 14 Juni 2016, di Jakarta.

- Rita Teurupun, Sekda Kaimana, tanggal 9 September 2015 di Kaimana.

- Simon Patrice Morin tanggal 12 Mei 2016 via telepon.

- Socratez Sofyan Yoman, tanggal 1 Februari 2016 di Jakarta.

- Sodjuangan Situmorang, mantan Dirjen Otda Kemendagri, tanggal 26
Oktober 2016di Jakarta.

- Sudarsono Hardjosoekarto, mantan Dirjen Kesbangpol Kemendagri yang
menjadi wakil pemerintah pada saat pembahasan RUU, tanggal 23
Februari 2016.

- Thaha AlHamid, tanggal 13 Juni 2016 di Jakarta.

- Tito Kanaviar, Kepala BNPT, tanggal 13 Juni 2016 di Jakarta.

- Tokoh agama, 2 Februari 2016 di Jakarta.

- Wakil Gubernur Papua, tanggal 15 Juni 2016, di Jayapura.

- Weynand B Watory, anggota Fraksi Gabungan Pikiran Rakyat DPRP,
tanggal 23 Juni 2011 di Jayapura.
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TENTANG PENULIS

RIRIS KATHARINA adalah Peneliti DPR RL
Melakukan riset dengan topik Kebijakan
Publik, Keparlemenan, Reformasi Administrasi,
Birokrasi, Pemerintahan Lokal, Desentralisi
Asimetris, Papua.

Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan
Memberikan orientasi bagi politisi, anggota

parlemen, dan staf, serta di kalangan LSM
terkait cara kerja keparlemenan

Keparlemenan
Aktif dalam perancangan berbagai Rancangan Undang-Undang;
Menganalisis Mekanisme Kerja Parlemen

Legislative Drafting

Sebagai pelatih perancangan peraturan perundang-undangan dengan
sertifikasi internasional bagi anggota parlemen (DPR, DPD) dan
pemerintah daerah(DPRD), LSM, pejabat publik, dan para perancang
peraturan perundang-undangan di Kementerian/Lembaga.

Professional Qualification
» Lebih dari 20 tahun pengalaman sebagai peneliti di Parlemen (DPR
RI) dengan menyediakan hasil riset dan analisis yang dibutuhkan.
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Berbagai publikasi ilmiah dan populer telah diterbitkan dalam
berbagai buku, jurnal, koran, dan majalah.

» Berpengalaman dalam memberikan pelatihan bagi para anggota
DPR, DPRD, staf parlemen, partai politik, dan LSM lebih dari 20
tahun.

» Berpengalaman dalam mengelola pelatihan di lembaga
pemerintahan, parlemen, dan LSM.

» Memilikikemampuan personal excellent dan mampuberkomunikasi
dengan sangat efektif di setiap level.

A\

Berpengalaman dalam mempresentasikan hasil riset.

Y

Mampu bekerjasama dan memiliki jaringan kerja dengan anggota
parlemen dan pejabat pemerintahan.

» Memiliki kemampuan membangun jaringan dan memelihara
hubungan dengan lembaga donor yang relevan, akademisi,
organisasi media, LSM, dan pemangku kepentingan yang terkait.

A\

Berpengalaman dalam bekerja dengan multy public stakeholders.

» Berpengalaman dalam melakukan advokasi dan mempengaruhi
para pembuat kebijakan.

» Berpengalaman dalam memfasilitasi workshop dan pelatihan.

Pendidikan Formal

» 2017: Doktor (Dr.), Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia,
dengan disertasi berjudul "Analisis Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (2001-2016) dalam Perspektif Deliberative Public Policy”

» 2004: Magister Sains (M.Si), [Imu Administrasi kekhususan
Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, dengan judul tesis
"Komisi Ombudsman Nasional: Evaluasi terhadap Formasi dan
Implementasi Kebijakan Pembentukan Komisi Ombudsman
Nasional (Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000)”
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» 1996: Sarjana Sosial (S.Sos.), Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Diponegoro, dengan judul skripsi “Implementasi
Kebijakan Pemukiman Pengganti (Pemukti)”
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